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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 23-/Pdt.G/2022/PA.Pra

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Praya  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu pada tingkat pertama  dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan

penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

Muhammad Junaidi bin Suarti, tempat dan tanggal lahir Lendang Gendis, 31

Desember  1978,  agama  Islam,  pekerjaan  Swasta,  Pendidikan

Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kampung Rabitah, Kelurahan

Praya ,  Kecamatan Praya,  Kabupaten Lombok Tengah sebagai

Pemohon;

melawan

Aminah binti Ahmad, tempat dan tanggal lahir Sendiri, 10 Agustus 1980, agama

Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar,

tempat kediaman di Dusun Sendiri, Desa Prai Meka, Kecamatan

Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah sebagai  Termohon; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan  Pemohon dan  Termohon di muka sidang; 

DUDUK PERKARA

Bahwa  Pemohon dalam surat Permohonannya  tanggal 04 Februari

2022  telah  mengajukan  Permohonan   Cerai  Talak,  yang  telah  terdaftar  di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Nomor 230/Pdt.G/2022/PA.Pra,

tanggal 04 Februari 2022,  dengan petitum sebagai berikut:

Primair :

 1.   Mengabulkan Permohonan Pemohon; 

 2.   Memberikan izin kepada Pemohon (Muhammad Junaidi bin Suarti) untuk

menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Aminah binti Ahmad) di

depan sidang Pengadilan Agama Praya ; 
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 3.   Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ; 

  

 Susidair :

 Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya; 

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon

dan  Termohon  hadir  di  persidangan dan  Majelis  Hakim  telah  menasihati

Pemohon dan Termohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akhirnya

berhasil;

Bahwa selanjutnya dalam persidangan Pemohon mengatakan mencabut

perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Pengadilan

menunjuk kepada berita acara perkara ini,  yang untuk selanjutnya dianggap

termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan   gugatan  Pemohon  adalah

sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut perkaranya yang

telah  terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Praya dengan  Nomor

230/Pdt.G/2022/PA.Pra, hal ini tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 56

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana

telah  diubah  menjadi  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Termohon  belum  menyampaikan

jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari  Termohon atas pencabutan

perkara oleh  Pemohon tersebut sesuai ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di  atas, maka

permohonan pencabutan perkara oleh  Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara ini maka diperintahkan

kepada Panitera Pengadilan Agama Tarakan untuk mencoret perkara ini dari

Buku Register Perkara;
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Menimbang,  bahwa  karena  perkara  ini  adalah  bidang  perkawinan

berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat

(1)  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta  Pasal  91A  Undang-Undang

Nomor  50  Tahun  2009  tentang  Peradilan  Agama  jo. Peraturan  Pemerintah

Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara

Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang

berada  di  bawahnya,  maka  semua  biaya  yang  timbul  dalam  perkara  ini

dibebankan kepada Pemohon; 

Mengingat  segala  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang

berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; 

 

MENETAPKAN

1. Mengabulkan  permohonan  pencabutan  perkara  Nomor

230/Pdt.G/2022/PA.Pra dari Pemohon;  

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat  pencabutan perkara tersebut

dalam register perkara;  

3. MemerintahkanPemohon  untuk  membayar  biaya  perkara  sejumlah

Rp305.000,00 (tiga raus lima ribu rupiah);  

Demikian  penetapan  ini  dijatuhkan  dalam  rapat  permusyawaratan

Majelis Hakim  yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022

Masehi,  bertepatan  dengan  tanggal  12  Rajab  1443  Hijriah,  oleh  kami

Basarudin,  S.H.I.,  M.Pd.,  M.H.   sebagai  Ketua  Majelis,  Solatiah,  S.H.I  dan

Fathur  Rahman,  S.H.I.,  M.S.I.  masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,

penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota

dan dibantu oleh  Lalu Durasid, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri

oleh  Pemohon dan  Termohon; 

Hakim Anggota,

Solatiah, S.H.I

Ketua Majelis,

Basarudin, S.H.I., M.Pd., M.H.
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Hakim Anggota,

Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I.
Panitera Pengganti,

Lalu Durasid, S.H.

Perincian biaya :

1.  Pendaftaran  Rp30.000,00 
 2.  Proses  Rp50.000,00 
3.  Panggilan  Rp175.000,00 
4.  PNBP Rp30.000,00
5.  Redaksi  Rp10.000,00 
6.  Meterai  Rp10.000,00 
  Jumlah Rp305.000,00
  (tiga ratus lima ribu rupiah) 
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